
 

 

  

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  

Salinan  

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN   BOJONEGORO 
NOMOR 20 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI JASA USAHA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BOJONEGORO, 

 
 

Menimbang : a. 
 

 

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu 
diganti;    

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Jasa Usaha. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4444); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4966); 
 

  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5015); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 
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  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

   
 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 
 

  Undang–Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3253); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Persyratan Rumah Potong Hewan Ruminansia 
dan Unit Penanganan daging (meet cutting plant); 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1988 

Nomor 5 Seri C); 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 

2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2010 Nomor 6) ;   

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
dan 

BUPATI BOJONEGORO 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 

   
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

  Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. 

9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten. 
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12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang 
berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang 
dapat dinilai, dihitung , diukur atau ditimbang termasuk 
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat 
berharga lainnya. 

13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, 
yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak 
bermotor.                                                                                

14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan diatas rel. 

15. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua 
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa 
kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa 
rumah-rumah. 

16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan 
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) 
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 
tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram). 

17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang 
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, 
termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 
kg (tiga ribu lima ratus kilogram). 

18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari 
yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan 
mobil bis. 

19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya. 

20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian fasilitas 
rumah pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. 

21. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang 
didesain tertentu digunakan sebagai tempat memotong 
hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. 

22. Usaha Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH 
adalah suatu bangunan dengan disain tertentu yang 
digunakan sebagai tempat bagi masyarakat umum. 

23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 
daerah. 

24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan. 

25. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggaraan pariwisata. 
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26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Olah Raga 
adalah pemungutan yang dikenakan terhadap orang 
pribadi, kelompok orang atau badan dan atau kendaraan 
serta perlengkapan wisata yang dibawa masuk ke tempat 
rekreasi dan/atau olah raga. 

27. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat tertentu 
yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olah 
raga bagi masyarakat umum. 

28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

33. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
 

  BAB II 
RETRIBUSI JASA USAHA 

 
Pasal  2 

 

  Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
a. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;  
c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan 
d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

   
   
   
   


